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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat di ambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Upayap-upaya Pemenuhan hak politik bagi Penyandang Disabilitas 

Mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum adalah, diberikan hak yang sama bagi Penyandang 

Disabilitas mental, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota 

Mataram dalam upaya pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas 

mental dalam pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 

2019 adalah sebagai berikut: (1) Kendala Struktur, yaitu, KPU Kota 

Mataram tidak pernah membentuk tim khusus yang terstruktur dan 

permanen sebagai alat bantu untuk malukukan upaya-upaya 

pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas, yang berakibat pada 

tidak terpenuhinya secara maksimal hak politik Penyandang 

Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Presiden /Wakil Presiden 

Tahun 2019; (2) Kendala Substansi, yaitu, KPU Kota Mataram 

sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu  tidak memiliki peraturan 

khusus tentang upaya pemenuhan hak politk Penyandang Disabilitas 

yang bersifat tetap, sehingga tidak ada aturan yang menjadi acuan bagi 

KPU Kota Mataram dalam melakukan upaya pemenuhan hak politik 
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Politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Presiden/Wakil 

Presiden 2019, jadi alur Pemenuhan hak mereka tidak berjalan secara 

pasti dan sistematis; (3) Kendala Kultur, yaitu, kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk ikut berpartisispasi dalam upya pemenuhan hak 

Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Presiden/Wakil 

Presiden 2019. 

B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai 

berikut: 

1. Disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk membuat Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang upaya pemenuhan hak politik 

Penyandang Disabilitas sebagai dasar hokum bagi KPU Kota Mataram 

dalam melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik Penyandang 

Disabilitas. 

2. Disarankan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan Bimbingan 

Teknis bagi tim KPU Kota Mataram dalam pemenuhan hak-hak politik 

Penyandang Disabilitas Mental.
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